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PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERT

PENGGANTI PERATURAN PrRMERINTAH

No., 2/Ek/WPl -tahun 1949.

—_——=a—-

WAKIL PERDANA IENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Manimbang : bahwa untuk mend jamin terlaksananja usaha memperbailkt
ekonomi di Sumatera Utara perlu diadakan pengawasan atas
pembelian barang? export;
bahwa hal itu dapat dltjapai dengan pengawasan pleh Pe~
merintah atas usaha agen~pembeli barang-exparty

i Mengingat : fasal 2 Undang-undang No.2 tahun 19493
I

MEM U T U S K A Nt

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI (OPKOQPAGENT) HASIL HUT-ii
DAN HASIL BUMI DARI EXPORTEUR",

Pasal 1 *

Pembelian hasil huton dan hasil bumi jang diperlnkan untuk export
han ja diizinkan pada agen-pembeli (opkoopagent) dari exporteur-ex-
porteur' jang telah mempunjoi lisensi dari Djawatan Perdagangan berda-
sarkan fatsal 4 dari Ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 10 Januari
1948 No, 8/B t-U dan fditsal 2 dari Ketetapan Gubernmur Sumatera Utara
tanggal 16 Mei 19§9 No. 302/R.I1.

Pasal 2.

le., Agen-pembeli tersebut dalam fatsal 1, terlebih dahuku barus men+
dapat surat Izin dari Bupati, didalem daerah siapa agen itu, nendga-
lankan usahanja.

2e, Surat izin jang dimaksudkan dalanm ajat le hanja dlberlkan setc=

lah oleh Bupati jang bers an”lutan diterima keterangan~keterangan ter-
tulise

a. dari Bank Negara, bahwa ugcn-pcnbell tclah memba jar uang tangsu*
- ngan scbesar R 150,000, -~ :
b. dari exportewr jang buruanbkutan, bahwa sipemohon, benar—benar
- mendjadi agennja dan
¢c. dari Djawaton Perdagangeon, buhwa exporteur itu benar-henar mempu-
njai liscnsi, >

Pasal Ts

Secrang agen-pembeli tldak boleh membeli hasil hutan/hasil bumi

dengan harge jang lebih tinggi dari harga jang telah,dixetapkﬁn oleh,
Pemerintah.

Pasal 4,

Barang siapa melanggaxr apa jang dltetapkan»dalam pasal 1 dan pa-
sal 3, dapat dihukum demgan hukuman kurungal balema-~lamanja 3 bulwa
'dan/a‘bau denda sotinggi - ~tinggin ja R 5,4@;0&0," Sodoeg exRng-ilol -
nja Jjang bersangkutan dapat disita dnn/atan dirampas,

Pasal 5, —2=~
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Fasal 5,
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nsvember 1949,

KUTWRADJA, t@1.22 OCTOBER 1949.-
A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESI4
WAKIL PERDANA MENTERI

ir. R, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Piumiml-nn 3
rada tgl. 24 Octocher 1949,
SECRETARIS WAKIL PERDAIA

MOH N BeR

lir, IMAN SOEDJAHRI,




No.l t/m 3.

Pt. Residen t/b.

MonSQ‘
No., 1 t/m 4, dikirim ke D.P,S.0. (afdeeling Lata

Hoekoem) oentoek dimoeat dalam
"Berita Rasmi" :

em ke awatan Penerangan Propinsi
Sumatera Utara oentoek disiarkan,
idem kepada Bupati? oentoek dimakloemi
dan seperloenja, dengan tjatatan se-
perti diatas,

idem Mepala Kantor Yoeran Negara D.A.
Kepala Kas Negara, Kepala “antor Pem-
bantu Bendahara Necara oentoe¥ dimake-
loemi den seperloenja.

Salinan soerat Komisaris Pemerintah
Pusat untuk Sumatera Utara boleh 4 joe-
ga disertakan,

i

Panitera Oesahag t2

g >



PERATURAN WAKTIL PLRDANA MENTERI' PENGGANTT
PERATURAN PZMERINTAH,

No, 2/Ek/WPM (didjadikan No, 3/Ek/VPM).
WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

fenimbang: bahwa perlu diadaknn pend jualon bahan2 keperluan rakjat
dengan kupon diseluruh Sumatera Utarag
bahwa untuk mend jaga lant jarnja pekerd jaan tersebut peTr=-
lu diadakan peraturan jang tertentu; A
fcndongar: Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sum,Utnra;
¢ngingat: Pasal £ dari Undang? No, 2 tahun 1949

MEMUTUSK AN :

~ Menetapkan peraturan sebagai berikut:
' PERATURAN PENDJUALAN BARANGS DENGAN KUPON DI
SUMATERA URiRA ™,

Pasall A0

Dengan perantaraan Pamong Pradja pada tiap-tiap kc¢lamin di-
berikan kupon untuk membeli barang? jang djenis dan banjaknja ser-
ta harganja ditentukan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang?
jang terscbut dalam pnsal 2 dari Peraturan Viakil Perdana Mcénteri
Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No,l/Ek/WILi,

Paa a8

: Peraturan® scland jutnja jang mengenai pembagian kupon dan
tjara mempcrgunakanngja ditctapkan oleh Komisaris Pemerintsh Pusat
untuk Sumatera Utara, ;

-

Pas ay 5

1, Tiape pedagng jang olch Komisi Pemberian Izin Mcmbeli Baranga

[ditund juk untuk mendjunl brranglnja denean kupon diwad jibkan:

| a, memasang pcmbcri tahuan dimuka tempat pend jualannja;
b, memisahkan barange jang harus didjual dengan kupon dari la-
* in=lain barang dagangannja; :
¢, mend jual barange jang harus did jua) dengan kupon dengan har-
g2 jang telah ditcntukan;

* d, menjimpan kupone jang diterimanja sebrzai bukti pend jualannja,
2, Sctiap waktu pedacang tsb dalam ajat 1 diwndjibkan memberikan '
ketcrangang jang diperlukan bescrta bukti2 jang -dimintanja kepada
Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara atau pegawal jang
ditund jukn ja, B 3 EvEa 4,

i Barang siapa meniru atau memalsu kupon dan atau mempcrguni-
¥an kupon tiruan atau palsu dapat dihukum meénurut kitab undang?
hukum pidana, :

2, Barang siap: mompergunakan kupon jang bukan mend jadi haknja doe
pat dihukum dengan hukuman kurungan sclamaZnja 1 bulan atau dcndd
setinggi~tingginja R. 100,000, - -

P a.sal D

157 Pclanggaran atas Pasal 8 ajat 1 huruf a dan b dapat dihu-
kum denda setinggi-tingginja Re. 500,000.~-
2, Pelanggaran atas pasal 3 ajat 1 huruf c¢ dapat dihukum dengan hu-
kuman kururngan sclama2nja 3 bulan atau denda scban jak2nja R,5,000.0CC.
sgdang barang2nja jang bersangkutan dappt disita dan atau dirampas.
Pedagang jong tidak memcnuhi permintaan t8b dalam pasal ©
ajat 2 dapat dihukum seperti jg ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2.
_ Pa'‘sa.l o ‘
Peraturan ipl mulni berlaku bagi daceap Abjch dan Langkat
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pada tanggal 26 Oktober 1949 scdang bagl laiun~Xain dacrah
di Sumatera Utara akan diumumkan lebih. lapdjut,
Kutaradja, tenggal 24 Oktober 1949,~
Diwmumkan pada tanggal _ A,n, Presiden Republik Indonesia,
26 Oktober 1949,- | ~ 'Wnkil Perdana Monteri :
Secretaris Wakil Perdana : Mr,R, STAFRUDDIN PRAVIRANEGARA.,

‘" Menteri, ’
Mr, IMAN SUDJAHRI,
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1 Sumatern Ukama perln Wiadalean nengauasan ates belian
bEbange export,Ughwa hal fhf dapat &1L Jayal denn=rn Henrass

nleh Demerintah atas nsaha aren=pembeli harnn-2 ‘exnort$

TANGINGAT ¢ fasal 2 Undang=undsng No.2 tahun 1649 ;
R MU Tslls KA N4

Menetapkan peraturan sebassil berikutb
" PRRATURAN UNTUX MENDJIADI AGEN-PEVREIA ( OP "(‘"‘P,-“-_t'?rTlm’) HASTL
HIFPATT DAN HASIL BUMI DART EXPORTHKUR.'

Pasgal 1

Pembelion hasil hutan -?_f" Has

sxport hanjs di Zi_"lrﬂ"ﬂ' pada 4fer ﬂ)emb (o1 i
, oong telah mempun’el lisensd ! yjewat J

fatsal 2 dari Ip’rp?nnnn cubernur Sume tore Ukara tanprol 16
N0.502/Rs14 '
Pas.a

)

Aven=pambell tg
izin dari Dupatli, dids

L T hetana Lornud Suntern tal 10 D"‘Immr% 1Qhﬁ TT? tk,/qk-i._‘.-'r]' dan
4 y el

terlabih dahuln harusg manda-
na agen itu,rendjalankan

gurat 42 In j= Iimgkandiran salasm @jak le hanja diberilest
eh Bupatl, jeny bepasanghubah ditbrling kel ""1"]."119 Lertalig 8
1k Nozar Jawa agen-pellboll” telah menbajar uwany TR punabhises
. L L.-!-J. L] \'a 2
larisgxporteur ja Derganssoatan, baliwa sipenickon Danar=uwenar mend jadivEx:
dan ! _
Tawaban. Perdagansan, baila. exportepr 1lu Danar-banol neRBDUR Al
b
P i 8 0 .”.
Seprang azan-nE vﬂ* tigsle boleh memballd hasil heatangss
bum¥ denzan hae'ga Jeng Tebihebing I dhri harge Jans telsll. ditetapl
1 inbah. ,
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Pa g =

Barangs siapa melanggar epa jang ditetapkan dalam pasel 1
dan pasal %, dapat dihulum dencan hukuman Tm“unr*an selana~lamanja 3 bulan
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PRTIKAX dari Daftar Ketetapa.n Wakil Perdana
lenteri Republik Indonesia.-~
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KUTARADJA, 22 SEPTEMBLR 1949, -

No, 2 / WPM / 49.-

-

VAKIL, PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbeng, bahwa perlu diambil tindakan2 ked;jur"usan memper-
tjukuy adanja darang?2 untuk keperluan Pemerintakh,

Memperhalikan pasal 2 dari Instruksi Wk.Perdana Mentexri Jjang
ditetapk.ii olth Presiden R.I, pada tanggal 20 Augustus 1949,

Mg 'm s T wsd3a ne

Terhitung mulai tanggal Ketetapan lni, memccntuk suatu Pani-~
tia Pembelian 3arang? Untuk Femerintah, " jang

a, berdiri. dar. Tuan2:

1. Scetanar , Anspecteur Kemnangan pada Theszurie
Negara Jang diperbantukan pada Ko~
misaris Pemerintah Pusat wntuk Su-
rmatera Utara di Kutaradja, sebagai
Ketua,

2, T.A.Hasan i




S
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2, TyA.Hasan , Bupati jang diperbantukan pada Komisaris

Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di
' Kutarad ja, sebagai Anggauta,

3, Majoor Nja'Neh , Komandan Artillerde Divisie X Tentera
N.I. di Kutaradja, s ebagai Anggauta,

4, Kepala Djawatan Perdagangan D.A. dl1 Kutarad ja, secbagai
Anggauta,

5. Kepala Djawaten Bea dan Tjukai D.A, di Kutarad ja, sebagai
angrauta.

b, berkewad jiban setiap waktu memberikan pertimbangan2 dan usull
jang perlu kepada Wakil ferdana lenteri R.I. dalam uruesn”
jang mengenai pembelian barang? untuk keperluan Pemerintah,
dengan ketentuan, bohwa anggauta? jang dimeksud pada nomor 4 dan 5
dari bahagian o dictas ini, dikala mendupat halangan untuk merma-
naikan kewadjibannja, automatisch harus. digemtxikan oleh pegawal
Jang mewaltilinja dalam Djawatannja.

Jalinan Ketetapan ini dikirimkan kepada
1. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Katared je,
2, Kepela Djawatan heuanb an Sumatera Utars di Kutaradje,
3., Komandan Div, X 7.W.I. 4i Kutaradja,
4, Kepala DJawatan.ﬁer& ﬁan D.A. di Kutarad ja,
5. Kepala Djawatan Bea dan L jukai D,A, di Kntaradaa,
untuk dimaklumi,
dan petikannja diberikan kepada mesing? Jjoung beriepentingan,
untuk dimaklumi dan 4&ituruti.

Sesuzai bunjinja dengan Dafter Ketetapan
jtsb.diatas.
AN, WAKIL, PZRDANA MeNTERI REP,INDONESIA:
RESIDEN t/b
pada Komisaris Pemerintah Pusat watuk
Sumatersa Utara,

d,.t.,0, Toeankoe Mahmoed .=~

Untuk salinan jang serup&;
Pengatur Usaha,
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FERATURAN WAKIL PZRDANA MENTERI' PENGGANTI
PERATURAN PEMERINTAH,

No, 2/Ek/WPM (didjadikan No, 3/Ek/WPM),
WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbing: bahwa perlu diadakan pend jualan bahan2 kepcrluan rakjat
dengan kupon disclurwh Sumatora Utara:
bahwa untuk mend jaga lant jarnja pekeréjqan terscbut per-
lu diadakan peraturan jang tortentu; -

Mendongar: Badan Executief Dewan Porwakilan Rakjat Sum.Utara;

Mengingay: Pasar @ dari Undang? No, 2 tahun 1949;

MEMUTUSK AN

= Menotapkan peraturan sebagai berikut:
" PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 DENGAN KUPON DI
SUMATER4A UR4MRA ",

Pasal 1.

Dengan perantaraan Pamong Prad ja pada tiap-tiap kclamin di-
berikan kupon untuk membeli barang? jang djenis dan banjaknja scr-
ta harganja ditentukan oleh Komisi Pembérian Izin Membeli Barang?
jang terscbut dalam pnsal 2 dari Pceraturan Wakil Perdana Meénteri
Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No.l?Ek/WPM.

Pasal 2,

Peraturan? scland jutnja jang mengenai poembagian kupon dan
tjara mempergunakannja ditetapkan olch Komisaris Pemerintah Pusat
untuk Sumatera Utara, $ ¢ ;

Pasal s 78

1. Tiap2 pedagong jang olch Komisi Pemberian Izin Membeli Barang?
ditund juk untuk mend jual barang2nja dengan kupon diwadjibkan:

a‘’s memasang pembceri tahuan dimuka tompat pond jualannjas

b. memisahkan barang? jang harus didjual gongan kuport dari la-

* in-lain barang dagangannjag :

¢, mend jual barang? jang harus did jual dengan kupon dengan har-

* ga Jang telah ditcntukan; :

* d, méenjimpan kupon2 jang diterimanja sebagail dukti pend jualannja,

2, Setiap waktu pedasang tsb dalam ajat 1 diwadjibkan memberikan '

keterangan? jang diperlukan bescrta bukti2 jang dimintanja kepada
Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatcra Utara atau pegawal jang
ditund juknja. Pasal 4

13 Barang siapa meniru atau momalsu kupon dnn atau memporguni-

kan kupon tiruan atau palsu dapat dihukum nemueut kitadb undang?

hukum pidana,

2, Barang siapi mempergunakan kupon jaas bukan mend jadi haknja du-
-~ p=t dihukum dengan hukuman kurungan sclama2nja 1 dbulm atau donda

sctinggi~-tingginja R. 100,000.~ ,

hed s B M U 5.

1, Pelapegrmaran atas Pasal 8 ajat 1 huruf g dan b dapat dihu-

kum denda sctinggi-tingginja R. 500.000.~

2, Pelamggaran atas pasal 3 ajat 1 huruf ¢ dapat dihukum dcngan hu-
kuman kurungan sclama2nja 3 bulan atau denda scbanja2nja R, 5.000.,00C.
sedarig. barang2nja jang bersangkutan dappt disita dan atauw glranpas,

Pasal G, ;
Pedagang jong tidak memenuhi permintaan tsb dalam pqsalqﬁ
ajat € dapat dihukum scperti jg ditetapkan dalam pasal 5 ajat <.
Pasal 7.
Peratarran ini mulni berlakiul bagd danrahn Abjch dan Langkat

naAdn
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pada tangszal 26 Oktober 1949 scdang bagi lain~Xain dacrah
di Sumatera Utara akan diumumkan lebih landjut,. -

e

Kutaradja, tanggal 24 Oktober 1949,-

Diumumkan pada tanggal : A,n, Presiden Republik Indonesia,
26 Oktober 1949,- “Wnkil Perdana Gnteri{ ¢
Secretaris Wakil Perdana ' Mr.R,STAFRUDDIN PRAVIRANIGARA,
" Menterli, - - : ,

Mr, IMAN SUDJAHRI, .
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Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Peng-
ganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 Octnber 1949 Wo., 2/Ek/WPM.
perlu dikeluarkan instruksi jang mengenail pasal 2,

1. Cleh Bupati/Walikota terlebih dahulu harus diminta deri
Pomong ad jo didaerahn ja satu daftar tentang banjaknja ke-
lamin,

2N Berdosarkan itu diserahkon pada Pamong Pradja tedi kar-
tu-kclomin -kupon2 jang telah dibubuhi tjap tanda tangan
Bupati/Waolikota sebanjak djumlahnje kelamin,

Dy Tentang penjerahan ini harus ditjatat dalam buku jang me-
njatakan:
a., tanggal penjerahan;
b. banjaknja kartu-kelamin-kupon jang diserahkan (dengan di-
sebutkan kartu kelamin nomor cee........s/d,oomor .....)
¢, nama daerah jang diberi kupon itu;
d. nama serta tanda tangan jang menerima,

4, Sebelum kartu-kartu itu diserahkan kcepada kepala kelemin,
terlebih dahulu kartu tsb., harus diisl dengan lengkap dan
sedapat mungkin dibubuhl tjap Pamong Prad ja.

5. Setelah kartu diserahkan pada kepala-kcpala keleamin, ha-
rus dikirim laphran kepada Bupati/Waliketa; laporan tersec-
but memuat daftar:

&. nama-nama kepala kelamin + namor kartu jang diberilsr
radanja

b. banjaknja djiwa tiap kelamin (berapa lelaki dsn bei o
perempuan, sambil menjatakan tali persaudaraannja me Llhg-
masing dengan kepalsa kelamin)

c, alamatnjo Fepala kelamin,

b Kelebihan kartu kclamin harus segera dikembalikan, se-

%a?g kékurangan scgera dimintakan tambahen dari Bupati/Wa-
ikota.

Te Oleh Bupati/Weolikote daftar ini disusun demikian rupa,
_hingga mudah diperiksanja.

8. Tiap~-tiap akan ada pcendjualan dengan kupon cleh Bupati/
Walikota diadokan pengumuman (lihat tjontoh)

Do Tiap kali orang mau membeli barang dengen kupon, kartu~
kelamin harus dibawa serta,

10, Oleh +toko jang mendjual barang, diatas kupon jang ber-
sangkutan ditulis dengan potled tinka dan karbon: matgamnio
‘barang jeng dibeli, banjaknja serta harganja, _ _
Setelah dibubuhi tamda tangan otau tjap toko, kupen dirobek
dan ditshan oleh pemdjual, sebagel bukti pendjualannja.

) I I Bilamana kupon suwdah habis terpakai, maka plgh Pamong
Pradja, sibir-sibiw kupon dikumpulkan dan dikirim pada Bu-
pati/Walikcta untulx mendapatkan lembaran kupon baru,

12. Menjimpeng deri - 2 -
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12, Menjimpang dari jang tertulis dalar
bilamana dianggap perl ., sewaktu wc“th gl ubhtl/ﬂ‘llJObT
bolegh ditarik kewball sepua upon jansg zt'_';.sin ada dan diganti

Dengan Lemuaran okt

asal 11 diatas, maka
b B

i B niaj“—bi“jw pembikinon kupon bnlen dimintakan pengganti
daxrd kelamin jong versangkutan, -

I{I}TJ\LR;J:’LJ"L’ vbal. 24— OCTOBER 19491'—

AN, KOMIS.RIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
"SUNATIRA UTARA;
RESIDEN t/b,

il

TOEANKQE MAHNOED

-{IT’ZC'}L)(%Q— -
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Tiwmmkan,bahasa dari tanggal sevesrsesesessssampai dengan tanggal
SRS BT LISISEVIOIPRBIBROBEDPED D diberi kesempatan kopada penduduk Kota/Kabupatﬁﬂ/
Kewedanaan ....:....o-.-...-...-‘untuk memb@li barﬂng—barang dengan o=
nakai kupon sbb, : ' '

- - e : "'".'1" ————— e . - - - o e s ST o W G4 = - s o
nomor kupon,{ nomor y banjaknja untuk { harga untuk
: natjan ks ] tiap kupon, { tiap kupon.
f
X) l : E ,! R L 2E BN B )
: : . ] :

Pend jualan barang2 dilakukan pada hari-hari tersebut diatas dari
4|-tf[oo--tcsampai Pukul ..i.......,ditokonan kedai-kedai berikut:

bt e e ko b e ———

Mulai dari faﬂggal .viaccn-uouiocl'ku on angs belum dipergﬁnakan
tidak berlaku lagi, v pon jang _ ]

c..---.-.-.....-,tg- sy s vy rdbraere

X) boleh pilih salah satu Bupati/Malikota,sseeedbasess



